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RINGKASAN 

MUHAMMAD ANGGANA SAPUTERA, Juni 2026, PROBLEMATIKA 

PENYIDIKAN YANG DIANGGAP MAKSIMAL DALAM TAHAPAN 

PRAPENUNTUTAN, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat 64 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. 

Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

mengatur bahwa Penyidik dapat menyerahkan tersangka beserta hasil penyidikan 

kepada Penuntut Umum meskipun Penuntut Umum masih berpendapat bahwa 

penyidikan belum maksimal. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum 

karena frasa “penyidikan telah cukup bukti” dan “penyidikan belum maksimal” 

tidak disertai ukuran atau parameter yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan 

multitafsir dalam praktik prapenuntutan. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan 

penilaian antara Penyidik dan Penuntut Umum yang berdampak pada kepastian 

hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam 

proses peradilan pidana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran Penyidik menyatakan penyidikan 

dianggap maksimal serta untuk mengetahui respon Penuntut Umum dalam 

menanggapi penyidikan yang dianggap maksimal berdasarkan Pasal 62 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan 

yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal 

dan sistematis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran penyidikan dianggap maksimal pada 

dasarnya tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, 

tetapi juga harus mencakup kualitas konstruksi perkara, terpenuhinya seluruh unsur 

tindak pidana, sinkronisasi alat bukti, kejelasan locus dan tempus delicti, serta 

terpenuhinya prosedur hukum sesuai prinsip due process of law. Penyidikan yang 

maksimal juga harus mampu menjadi dasar yang kuat bagi Penuntut Umum dalam 

menyusun surat dakwaan dan membuktikan perkara di persidangan. Namun, 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 belum memberikan parameter objektif 

mengenai ukuran maksimalitas penyidikan sehingga membuka ruang terjadinya 

perbedaan persepsi antara Penyidik dan Penuntut Umum. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa respon Penuntut Umum terhadap penyidikan 

yang dianggap maksimal pada praktiknya dapat berupa penerimaan hasil 

penyidikan apabila dianggap telah memenuhi kebutuhan pembuktian, maupun 

pengembalian berkas perkara apabila masih ditemukan kekurangan materiil dan 

formil. Perbedaan pandangan antara Penyidik dan Penuntut Umum sering kali 

dipengaruhi oleh perbedaan orientasi tugas, di mana Penyidik lebih berfokus pada 

pembuktian awal adanya tindak pidana, sedangkan Penuntut Umum lebih 

menitikberatkan pada kesiapan pembuktian di persidangan. Ketidakjelasan norma 

dalam Pasal 62 ayat (5) berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, proses 

bolak-balik berkas perkara, serta ketidakpastian hukum bagi tersangka, korban, dan 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan adanya pengaturan yang lebih 

jelas mengenai parameter penyidikan yang dianggap maksimal melalui regulasi 

teknis atau pedoman bersama antara Penyidik dan Penuntut Umum. Selain itu, 

koordinasi yang lebih efektif sejak tahap awal penyidikan juga diperlukan untuk 

menciptakan kesamaan persepsi mengenai standar pembuktian dan kebutuhan 

penanganan perkara pidana sehingga tercapai sistem peradilan pidana yang efektif, 

profesional, dan berkeadilan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran penyidik menyatakan 

penyidikan dianggap maksimal serta respon Penuntut Umum terhadap penyidikan 

yang dianggap maksimal berdasarkan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permasalahan 

ini muncul karena frasa “penyidikan telah cukup bukti” dan “penyidikan belum 

maksimal” dalam ketentuan tersebut tidak memiliki parameter yang jelas sehingga 

menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian 

antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif 

dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran penyidikan dianggap maksimal tidak 

hanya didasarkan pada terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, tetapi juga 

harus mencakup terpenuhinya unsur tindak pidana, sinkronisasi alat bukti, kejelasan 

konstruksi perkara, serta terpenuhinya prosedur hukum sesuai prinsip due process 

of law. Selain itu, respon Penuntut Umum terhadap penyidikan yang dianggap 

maksimal dapat berupa penerimaan hasil penyidikan atau pengembalian berkas 

perkara apabila masih terdapat kekurangan materiil maupun formil. Ketidakjelasan 

parameter maksimalitas penyidikan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, 

ketidakpastian hukum, dan terhambatnya efektivitas sistem peradilan pidana. Oleh 

karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai ukuran penyidikan 

yang dianggap maksimal serta penguatan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut 

Umum dalam tahap prapenuntutan. 

Kata Kunci: Penyidikan, Prapenuntutan, Penuntut Umum, KUHAP 
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